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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
NOMOR : W3-A9/01/KP.02.1/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS ABSEN HAKIM, PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN )
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX /2008 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan ~ Keputusan = Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kertja dalam Pelaksanaan Pembetian
Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya, dipandang perlu membentuk tim pengawas absensi Hakim dan Pegawai Negeri pada
Pengadilan Agama Muara Labuh;

. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk

ditunjuk dan diangkat sebagai Pengawas Absensi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama
Muara Labuh.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sipil;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim

dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KMA/SK/V /2008 tentang Tunjangan
Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V /2008 tentang Penegakan

Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian

Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di
Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENUNJUKAN
PENGAWAS ABSENSI HAKIM, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI ( PPNPN ) PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH.

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/12/KP.02.1/ 1/2018,
tanggal 02 Januari 2018 dan diyatakan tidak berlaku lagi serta mengganti dengan keputusan Nomor
W3-A9/01/ KP.02.1/1/2019, tanggal 02 Januari 2019;

Menunjuk dan mengangkat Sdr. Anneka Yosihilma, SH., MH. sebagai Pengawas Absensi Hakim, Pegawai
Negeri Sipil dan PPNPN pada Pengadilan Agama Muara Labuh;

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

apkan di  : Muara Labuh

sAnggal  : 02 Januari 2019
Angadilan Agama Muara Labuh,
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